
BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Kerugian yang akan diperoleh oleh debitur dan atau kreditur akibat 

inkonsistensi dalam penetapan waktu pendaftaraan fidusia ini yaitu: 

a. Pihak Kreditur (penerima fidusia) akan memperoleh kerugian­

kerugian: 

Debitur (pemberi fidusia) menjaminkan kembali objek 

jaminan fidusia 

Pemberi fidusia menggadaikan, mengalihkan atau 

menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur 

(penerima fidusia) 

Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia namun 

objeknya bukan merupakan objek jaminan fidusia 

b. Pihak Debitur (pemberi fidusia) akan memperoleh kerugian-

kerugian: 

Kreditur (penerima fidusia) melakukan eksekusi terhadap 

objek jaminan fidusia tidak sesuai ketentuan Pasal 29 Undang­

Undang Jaminan Fidusia. 

Pendaftaran fidusia dilakukan setelah debitur (pemberi fidusia) 

wanprestasi 

Kreditur (penerima fidusia) tidak mendaftarkan objek jaminan 

fidusia di kantor pendaftaran fidusia. 

2. Dalam hal jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia ini yang objek 

jaminan fidusianya berupa kendaraan bermotor harus memberlakukan 

Peraturan Menteri Keuangan, sebab Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 130/PMK.Ol0/2012 merupakan peraturan yang khusus 
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5.2. Saran 

mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan 

pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan 

bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, dengan adanya 

kesamaan objek jaminan fidusia ini diyakinin manfaat dari 

pembentukan Peraturan Menteri Keuangan akan sejalan dan 

bermanfaat bagi pihak kreditur maupun pihak debitur dalam 

melaksanakan pembebanan jaminan fidusia untuk kendaraan 

bermotor dibanding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2015 yang hanya mengatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan 

biaya pembuatan akta fidusia secara umum. 

Penulis memberikan saran bahwa perlu adanya pembuatan 

peraturan perundangan yang baru bagi para debitur atau pemberi fidusia 

dan kreditur atau penerima fidusia demi terwujudnya kepastian hukum. 

Sebab, penulis melihat bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat 

secara sepenuhnya dapat diberlakukan pada objek jaminan fidusia selain 

kendaraan bermotor dan atau dipersamakan dengan objek jaminan fidusia 

yang bukan merupakan kendaraan bermotor dengan objek jaminan fidusia 

yang merupakan kendaraan bermotor. Peraturan perundang-undangan 

yang dimaksud dapat berbentuk Peraturan Pemerintah karena Peraturan 

Pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jaminan 

Fidusia. Dengan dibentuknya aturan baru berbentuk Peraturan Pemerintah 

mengenai pendaftaran fidusia maka dapat mengesampingkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan 

Tahun 2012 yang tidak dapat diberlakukan secara sepenuhnya karena 

objeknya hanya untuk kendaraan bermotor. 
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